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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun VIII, RT.
031, RW. 016 Desa xxxxx, Kecamatan Labuhan Maringgai,

Kabupaten Lampung Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan,
tempat kediaman di Dusun IV, RT. 001, RW. 001 Desa xxxx
Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur,

sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis
tanggal 15  Oktober 2020 dengan register perkara  Nomor
1623/Pdt.G/2020/PA.Sdn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut :
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1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya
berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 18 Mei 2007,
berdasarkan Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Nomor. xxxx
Tertanggal 15 Oktober 2018;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah

kediaman orang tua Penggugat di Desa Marga Sari sampai pisah rumabh;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak :
- Bella Zahra yang berusia 12 (dua belas) tahun;

5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak 7 Juli 2009 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah

tangga adapun penyebabnya yaitu :

- Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;

- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan jelas;

- Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

6. Bahwa setiap kali bertengkar, Tergugat pernah pula menyatakan akan

bercerai dari Penggugat;

7 Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi pada 7 Juli 2010, adapun yang menjadi penyebabnya
adalah Tergugat masih saja tidak dapat merubah sifatnya, ketika Penggugat
menasehati Tergugat agar Tergugat merubah sifatnya yang sering cemburu
berlebih justru Tergugat marah-marah, terjadilah pertengkaran yang cukup
hebat antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat pulang kerumah
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orang tuanya di Desa xx, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya sampai saat ini

kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan dengan cara
bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat
dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk
menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil

adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di
persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang
lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan,
meskipun berdasarkan relaas panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan
suatu halangan yang sah menurut hukum;
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Bahwa, dikarenakan panjar biaya yang dibayarkan oleh Penggugat telah
habis maka Panitera Pengadilan Agama Sukadana telah menyampaikan surat
kepada Penggugat dengan nomor: W8-A14/1493/HK.05/11/2020 tertanggal 19
November 2020 tentang Tegoran untuk membayar tambahan Panjar Biaya

Perkara;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada
berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Panitera telah memberikan teguran agar Penggugat
menambah panjar biaya perkara namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh
Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 RBg surat gugatan
Penggugat dianggap gugur serta Penggugat dihukum untuk membayar biaya

perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh
berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Penggugat
tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan perkara nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Sdn gugur;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp. 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu

rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari tanggal 28 Desember 2020
Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami,
Rifgiyatunnisa, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I. dan Ratri Nurul
Hikah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu
juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,
didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Faizal Habib, S.H.I.
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Rifgiyatunnisa, S.H.l.
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Hakim Anggota Hakim Anggota

Fatkul Mujib, S.H.l. Ratri Nurul Hikah, S.Sy

Panitera Pengganti

Faizal Habib, S.H.l.

Perincian biaya :

- PNBP :Rp 60.000,00

- Biaya Proses ‘Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan 'Rp 1.100.000,00
- Biaya Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah 'Rp 1.216.000,00

(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
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